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DOPR Ngarep Ada
NMekanisrme Tindak

Lanmjuti

WAKII Ketua Badan Angocaran
IDPrPR Rizki Sadig meminta pe—
merintah membuat mekanisme
baku bagi para Angocota IIDevwan
untuk menindaklanjuti hasil
kKunjungan kerja dan kKun-—
Jungan spesifik vang dilakukan
di berbagai daerah utamanya
di daerah pemilihan (IDapil).
Rizki meminta masalalh ini
diperhatikan sebab saat ini
wadah untuk renyaluran
aspirasi bagi IDevwan tersumbat.
Padahal INDPR sedari awal telah
btersumpah untuk memper—
Juangkan scetiap aspirasi yarng
masuk ke devwan.

Ditegaskan politisi Fraksi
PATN ini. penyaluran aspirasi
merupalkan hal legal dan dia-—
tur dalam Undang-Undang
Kewenangan dan Kedudukan
MPR. IDPR . IDPRID. dan IDODPI>
atau disingkat NIIDO3 .

TN enindaklanjuti berbagsai
hal yang berkaitan dengan
dapil bahwa ini sudah dJdia—
tur dalayxm Undang - Undangs
MNMID3 bahwvwa kita harus mermm-—
Prerjuangkan konstituen kita.
Sceckarang kewenangannyva ada
tapi mekanismenya tidak ada .)””
kata Rizki.

Rizki meminta meckanisme
devwan menyalurkan aspirasi
dari masyarakat dari setiap
kKkunkery dan kunjungan spaesi-—
fik ke dapil dan dalam rangka
tugsas kedewananan dicarikan
solusinya. IDia tidak ingin aspi—
rasi mmasyarakat yang masuk ke
devw an tidak dapat tersalurkan
PrPadahal sejak diangkat para
AnNnggcota Dewvwan sudah ber-
sumpah untuk memperjuangs—
kKan kepentingan konstituen
di: IDPR .

““Jadi dibuatkan fTormat
usulan pemerintah nmnanti seperti
apa karena anggota deww an
itu sejak awvwal dilantik sudah
bersumpah dalam jabatannya.
JTadi kalau kita mengingkari
ya dosanya Kita tanggsungs
bareng-bareng. Bukan cuma

anggscota (IDPR) saja.”” tegas
dia.
F1al senada dAdilontarkan

Hasil

K unker

Wakil Ketua Banggcar Fraksi
PIDI Perjuangan Said AAbdulliah.
NMenurutnyva., pemerintah harmas
membuat mekanisme Y ansg
Jelas dan legal terhadap setiap
upava devwan menindaklan-—
Juti setiap kegiatan kunjungan
kKerja dan kunjungan spesifilc
dari IDesvwan.

“fKemarin Kita minta supaya
ada mekanisme untuk hasil
kunker., kan ada serapan aspi-
rasi. I_.alu ada agregasi kepen-—
tingan politik. A rrtikulasinya yva
di forum ini. Bagaimana ketika
kita rumuskan. mekanismenya
ditemukan di samping itu ada
mekanisme untuk kita sebagai
angocota IDPIR untuk rmenuangs—
kKan aspirasi dan melakulkan
agregasi politik.,)”” katanya.

Saat ini. kata dia, DPR kesu—
litan untuk Menindaklanjuti se—
tTiap aspirasi masyarakat karena
mekKanisme untuk itu belum
diatur secara rigit. IDia pun
tidak berani memasukkan pro-—
sramm aspirasi ke masyarakat
karena khawvwatir malah berim-
bas pada persoalanmn hukum .

fKami sekarang tidak be-
rani. Sekarang minta FPalk
Bupati dibuatin proposal. kita
ketakutan gara—gara proposal
anggota Devwan kesercet-sercet.
Sebab anggcota IDPIR bisa saja
dipansggil lantaran bupatinyva
kena hukum . Sementara DPR
ini hanyva memperjuangkan

saja.”” katanya.
Angocota Komisi XTI Achimad
Hatari menambahkan., sebe-—

narnya masalah penyaluran
aspirasi ini sudah sering kali
dibahas bersama Kementerian
Kcecuangan (Kemenkeu) tapi
tidak konkret. Padahal. payungs
hukummnya jelas yakni Undnag-—
Undang MNMID3 dan tururran
Tainnya.

““Raker bersama Menkeuwu
atau pun Ketua Banggar sudah
sering kali disampaikan ini
bukan hanya berdasar Undangzs—
Undang VI3 tapi juga sumpakh
Jabatan. Jadil kevwenangan ada
tapi mekanisime ngeak punya .’
keluhnya . =B WAL
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